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Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
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Abstract: A principle is base, guidance or something that considered as truth; that become thinking purpose
and principles of guidance. Principles of Government come to be general principles as base and rule in
conducting appropriate government, therefore the governmental conduct can be polite, fair and honor, free
from cruelty, rule violation, abuse action of authority and too authoritative action. According to Constitution
No 32 in 2004, it states that in conducting governmental affairs, Government rules by itself or gives away a
part of the affairs to its elements or subsidiary in district or gives it to regional government and/or village
government. In line with conducting governmental affairs as regional authority, the regional carries out
autonomy widely in order to rule and accomplish governmental problems on its own based on autonomy and

“tugas pembantuan”.

Keywords : Principles of government, regional authority, governmental affairs.

Negara K esatuan Republik Indonesiadalam
penyel enggaraan pemerintahannyamenganut
asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan. Dekonsentras dan tugas pemban-
tuan disdenggarakan karenatidak ssmuawewe-
nang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan
dengan rnenggunakan asas desentralisasi. Di-
samping itu, sebagai konsekuensi negarake-
satuan rnemang tidak dimungkinkan semua
wewenang pemerintah didesentralisasikan dan
diotonomkan sekalipun kepadadaerah.

Pel aksanaan asasdekonsentras diletakkan
padawilayah provins dalam kedudukannya
sebaga wilayahadminidras untuk mel aksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di
wilayah proving. Gubernur sebagal kepdadaerah
proving berfungs pulasdakuwakil Pemerintah
di daerah, ddam pengertian untuk menjembatani
dan memperpendek rentang kendali pelak-
sanaan tugasdan fungs Pemerintah termasuk
dalam pembinaan dan pengawasan terhadap
penye enggaraan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten dan kota.

Penyel enggaraan asas tugas pembantuan
adalah cerminan dari sistem dan prosedur
penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau
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desa, dari pemerintah provins kepadakabu-
paten/kotadan/atau desa, sertadari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk menye-
lenggarakan urusan pemerintahan dan pem-
bangunan yang disertai dengan kewagjiban
melaporkan pelaksanaannya dan memper-
tanggungjawabkannyakepadayang memberi
penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan
karenatidak semuawewenang dan tugaspeme-
rintahan dapat dilakukan dengan menggunakan
asasdesentrdisas dan asasdekonsentras . Pem-
berian tugas pembantuan dimaksudkan untuk
meningkatkan efisiens dan efektivitas penye-
lenggaraan pemerintahan, pengel olaan pemba:
ngunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian
tugas pembantuan adalah memperlancar pelak-
sanaan tugas dan penyel esaian permasal ahan,
sertamembantu penyd enggaraan pemerintahan,
dan pengembangan pembangunan bagi daerah
dan desa.

Pada hakekatnya dekonsentrasi masih
dalam rumpun sentralisasi atau dekonsentras
merupakan pembagian kewenangan dan tang-
gung jawab administratif antara departemen
pusat dengan pejabat pusat dilapangan. Peme-
rintah Pusat menugaskan aparatnya untuk
menjalankan kewenangan pusat di daerah.
Menurut Smit (Made Suwandi, 2006:13), unit
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pemerintah yang dibentuk dengan kebijakan
dekonsentras tersebut disebut “ Field Adminis-
tration”. Selanjutnyadikatakatan bahwaada
dua cara yang dapat ditempuh pusat dalam
membentuk pemerintah wilayah, apabilaunit
wilayah tersebut hanyadiberi tanggung jawab
untuk mel aksanakan satu kewenangan tertentu
sgja maka unit tersebut disebut “Functional
Field Administration”. Sedangkan unit wilayah
diberi tanggung jawab untuk melakukan
berbagai kewenangan pusat yang adadi daerah
(multi functions), maka unit tersebut disebut
“Integrated Field Administration”.

Selanjutnya Rondinelli membahas konsep
dekonsentras menguraikan macam-macamtipe
dekonsentras, status dan hubungan fungsional
kelembagaan, sertakel uasan wewenang yang
diperolehnya. Kemudian Rondinelli (1983:19)
membagi dua tipe dekonsentrasi, yaitu field
administration dan local administration. Tipe
field administration, pejabat |apangan diberi
kel el uasaan untuk mengambil keputusan seperti
merencanakan, membuat keputusan-keputusan
rutin, dan menyesuaikan pel aksanaan kebijakan
pusat dengan kondis setempat. Sedangkan local
administration, semuapejabat disetiap tingkat
pemerintahan merupakan perwakilan dari peme-
rintah pusat, seperti proving, distrik, kotapradan
sebagainya, yan dikepalai oleh seorang yang
diangkat oleh, beradadi bawah dan bertanggung
jawab kepada departemen pusat.

Adaduatujuan utamayang ingin dicapai
pemerintah dalam menerapkan kebijakan de-
konsentrasi, yaitu tujuan politis dan tujuan
Adminigras (Made Suwandi, 2004:14). Tujuan
politis dari kebijakan dekonsentrasi sebagai
berikut:

a. Dengan kebijakan dekonsentrad, pemerintah
akan berusahamenugaskan gparatnyayang
adadi daerah untuk mengetahui, menyerap
dan menginformasikan gpa-gpayang menjadi
aspirasi daerah untuk disampaikan oleh
pemerintah;

b. Dengan adanya pejabat pemerintah yan
ditugaskan di daerah, akan bermanfaat untuk
menciptakan dukungan daerah terhadap
kebijakan pemerintah,

c. Apabilaterjadi penolakanterhadap kebijakan
pemerintah dan timbul tekanan-tekanan
daerah terhadap pusat tentang suatu isu ter-
tentu, maka pusat dapat menugaskan aparat
dekonsentrasi untuk berfungs menghadapi
tekanan-tekanan tersebut di daerah sehingga
pusat terhindar dari tekanan langsung oleh
daerah.

Sedangkan tujuan administrasi dari kebi-
jakan dekonsentrasi sebagai berikut:

a. Pgjabat dekonsentrasi diharapkan mampu
mengetahi gpayang menjadi kebutuhan orang
daerah, sehinggamampu menyusun program-
program pembangunan sesuai dengan ke-
butuhan masyarakat okd;

b. Dengan menempatkan pgabatnyadi daerah,
pusat akan dapat menugaskan merekauntuk
mengetahui potens daerah gunadikembang-
kan bagi kepentingan nasional dan daerah
tersebut;

c. Pusat dapat memerintahkan pe abat-pejabat-
nyadi daerah untuk membantu pel aksanaan
program pusat yang adadi daerah, caraini
akanjauhlebih efisen dan efektif dibanding-
kan dengan pengd olannyasecarakesdluruhan
dari pusat;

d. Kebijakandekonsentras akanlebihmenjamin
terjadi “speed of action” atas suatu kebijakan
atau program pusat.

Dari tataran teoritik tersebut terdapat ciri-
ciri utamadari kebijakan dekonsentrad, yaitu:

a Dekonsentras tidak lebih dari perpanjangan
tangan pusat yang dilaksanakan di daerah
melalui pejabat-pejabat pusat yang di-
laksanakan di daerah yang bersangkutan.

b. Pejabat yang ditugaskan mempertang-
gungjawabkan pel aksanaannyake pusat dan
bukan kepada rakyat di daerah tersebut.
Manaka akebijakan pusat tidak cocok untuk
daerah, pejabat dekonsentras tersebut tidak
tidak mempunyai diskres untuk merubah
kebijakan tersebut, namun hanya meng-
usulkan perubahannya ke pusat. Rakyat
tidak dapat memintapertanggung jawaban
periha kebijakanyangtelah digariskan pusat.
Pejabat dekonsentrasi hanyabertanggung
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jawab dari agpek pel aksanaan dari kebijakan
tersebut.

c. Kebijakan, jenis kegiatan, sasaran, biaya,
saranadan prasaranapel aksanaan tugaster-
sebut disiapkan oleh pusat. Anggaran pe-
jabat dekonsentrasi berasal dari pusat, se-
hinggaakuntabilitas pemanfaatan anggaran
adaah ke pusat dan bukan kerakyat daerah.

METODE

Penelitianini tergolong kedalam analisis
deskriptif yang menjelaskan tentang asas
dekonsentras dan asastugas pembantuan ddam
penyel enggaraan pemerintahan. Pembahasan
diarahkan kepadabagai manaupayamenerap-
kan keduaazasdi atas untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif. Sementaraituin-
forman penelitian adalahinforman yang paham
akan penye enggaraan pemerintahan daninfor-
meas lainnyayang dapat mendukung penjel asan.

HASIL

1. Dekonsentrasi Menurut UU Nomor 5
Tahun 1974

Dekonsentrad addah pdimpahanwewenang
dan Pemerintah atau Kepala Wilayah atau
Kepalalnstans Vertikal tingkat atasnyakepada
Pejabat-Pgabatnyadi daerah. Instans Vertikal
ada ah perangkat dari Depertemen-Departemen
atau Lembaga-Lembaga Pemerintah bukan
Departemenyang mempunyai lingkungan kerja
di Wilayah yang bersangkutan.

Wilayah Administratip, selanjutnyadisebut
Wilayah, adalah lingkungan kerja perangkat
Pemerintah yang menyed enggarakan pe aksanaan
tugas pemerintahan umum di daerah. Urusan
pemerintahan umum ada ah urusan pemerintahan
yang meliputi bidang-bidang :

a. ketentraman dan ketertiban,

b. politik,

c. koordinas pengawasandan

d. urusan pemerintahan lainnya yang tidak
termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan
tidak termasuk urusan rumah tanggaDaerah.

Dalam rangka pelaksanaan asas dekon-
sentrasi, wilayah Negara K esatuan Republik

Indonesiadibagi ddamWilayah-wilayah Proping

dan IbukotaNegara. Wilayah Propinsi dibagi

dalam Wilayah-wilayah Kabupaten dan K ota-

madya. Wilayah Kabupaten dan K otamadya

dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan.

Apabiladipandang perlu sesua dengan pertum-

buhan dan perkembangannya, dalam Wilayah

Kabupaten dapat dibentuk KotaAdministratip

yang pengaturannyaditetgpkan dengan Peraturan

Pemerintah.
SdtigoWilayahdipimpinolenssorangKepaa

Wilayah. KepadaWilayah mdliputi :

a. Proping danlbukotaNegaradissbut Gubernur;

b. Kabupaten disebut Bupati;

c. Kotamadyadisebut Walikotamadya;

d. KotaAdminidtratip disebut Waikota;

e. Kecamatan disebut Camat.

KepalaWilayah sebagai Wakil Pemerintah
addah penguasaTunggd di bidang pemerintahan
ddamwilayahnyadadam arti memimpin peme-
rintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan
membinakehidupan masyarakat di segaabidang.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 bahwa
wewenang, tugasdan kewgiban KepdaWilayah
addah:

a. membina ketenteraman dan ketertiban di
wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan
ketenteraman dan ketertiban yang ditetgpkan
oleh Pemerintah;

b. melaksanakan segalausahadan kegiatan di
bidang pembinaan ideologi Negara dan
politik dalam negeri sertapembinaan kesstuan
Bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yan
ditetapkan oleh Pemerintah,

c. menydenggarakankoordinas ataskegiatan-
kegiatan Ingang-ingang Vertika dan antara
Ingtang-Instang Vertika dengan Dinas-dinas
Daerah, baik dalam perencanaan maupun
pel aksanaan untuk mencapai dayagunadan
hasilgunayang sebesar-besarnya.

d. Membimbingdanmengawas penydenggaraan
Pemerintah Daerah;

e. Mengusahakan secaraterus-menerus agar
segala peraturan perundang-undangan dan
Peraturan Daerah dijalankan oleh Instansi-
Instans Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Sertapej abat-pe abat yang ditugaskan untuk



Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan 17
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Andi Pitono)

itu serta mengambil segalatindakan yang
dianggap perlu untuk menjamin kelancaran
penyed enggaraan pemerintahan;

f. Melaksanakan segalatugas pemerintahan
yang dengan atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan diberikan kepadanya;

0. Melaksanakan segalatugas pemerintahan
yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu
Ingtand lainnya.

Selanjutnyaapabiladipandang perlu, Men-
teri Dalam Negeri dapat menunjuk Pembantu

Gubernur, Pembantu Bupati atau Pembantu

Waikotamadyayang mempunyai wilayah kerja

tertentu dalam rangkadekonsentrasi.

2. Dekonsentrasi Menurut UU Nomor 32
Tahun 2004 dan PP Nomor 7 Tahun 2008
Sairing dengan perkembangan dan dinamika
dalam pemerintahan di Indonesia, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah telah diganti
dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan diganti
kembali dengan UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, sehingga
Dekonsentras saat ini berdasarkan UU Nomor
32 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentras dan Tugas Pembantuan.

Dekonsentras menurut UU Nomor 32 Tahun
2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2008 adal ah pelimpahan wewenang pemerin-
tahan ol eh Pemerintah kepada Gubernur sebagal
wakil pemerintah dan/atau kepada instansi
vertikd di wilayahtertentu. Pelimpahan sebagian
urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada
gubernur. Selain dilimpahkan kepadagubernur,
sebagian urusan pemerintahan dapat puladi-
limpahkan kepada:

a. ingang vertikd;
b. pegabat Pemerintah di daerah.

Urusan pemerintahan yang menjadi wewe-
nang Pemerintah yang dapat didekonsentrasikan,
disdenggarakan olehinstang vertika di daerah,
mdliputi bidang:

a. politik luar negeri,
b. pertahanan,

. keamanan,

d. yudtis,

€. moneter danfiska nasiond,
f. agama,

Urusan pemerintahan yang menjadi wewe-
nang Pemerintah dimaksud didekonsentrasikan
kepadaperangkat pusat di daerah, disdenggara:
kan sendiri melalui instans vertikal tertentu di
daerah.

Urusan pemerintahan yang didekonsen-
trasikan kepadainstans vertikal adalah urusan
pemerintahan yang ditetapkan menjadi tugasdan
fungs instang vertika padasaat pembentukan
organisasinya. Apabiladi daerah bl umterbentuk
instans vertikal yang membidangi politik luar
ncgeri, pertaharan, keamanan, yustis, moneter
danfiskd nasiond, sertaagama, makasebagian
urusan dimaksud dilimpahkan kepadagubernur
selakuwekil Pemerintah. Yang dimaksud dengan
indang vertika tertentuaddahingtang pusat yang
beradadi daerah dan merupakan bagian dari ke-
menterian/lembagase ain kementerian/lembaga
yang membidangi politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustis, moneter danfiskal nasiond,
Sertaagama.

3. Kedudukan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi

Koordinas menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 add ah upayayang dilak-
sanakan oleh gubernur sebagal wakil Pemerintah
gunamencapal keterpaduan baik perencanaan
maupun pel aksanaan tugassarta kegiatan semua
instang vertikal tingkat proving, antara instang
vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah
tingkat provins, antarkabupaten/kota dalam
proving yang bersangkutan, sertaantara proving
dan kabupaten/kotaagar tercapal efektifitasdan
efiseng penydenggaraan pemerintahan.

Sedangkan pengawasan atas penyeleng-
garaan pemerintahan daerah addah upaya yang
dilakukan oleh gubernur se akuwakil Pemerintah
untuk menjamin agar pemerintahan daerah ber-
jdan secara efisen, efektif, berkesnambungan
serta sesual dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan.
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Gubernur menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 karenajabatannya ber-
kedudukan sebaga wakil Pemerintahdi wilayah
proving dan bertanggung jawab kepadaPresiden,
memiliki tugasmel aksanakan urusan pemerintahan
mdiputi:

a. koordinas penyelenggaraan pemerintahan
antarapemerintah daerah provinsi dengan
ingtans vertikal, dan antarinstang vertikal di
wilayah proving yang bersangkutan;

b. koordinas penyelenggaraan pemerintahan
antarapemerintah daerah provins dengan
pemerintah daerah kabupaten/kotadi wilayah
proving yang bersangkutan;

c. koordinas penyelenggaraan pemerintahan
antarpemerintahan daerah kabupaten/kota
di wilayah proving yang bersangkutan;

d. pembinaandan pengawasan penydenggaraan
pemerintahan daerah kabupatern/kota;

e. menjagakehidupan berbangsadan bernegara
sertamemdihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

f. menjagadanmengamakanideologi Pancasila
dan kehidupan demokrasi;

g. memdiharagabilitaspolitik;

h. menjagaetikadan normapenyelenggaraan
pemerintahan di daerah; dan

I. koordinasi pembinaan dan pengawasan pe-
nyel enggaraan tugas pembantuan di daerah
proving dan kabupater/kota.

Sdain meaksanakan urusan pemerintahan,
gubernur sebagai wakil Pemerintah juga melak-
sanakan urusan pemerintahandi wilayah proving
yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mel aksanakan tugas sebagaimana di-
maksud, dalamtugasnyagubernur ssbagal wakil
Pemerintah memiliki wewenang meliputi:

a. mengundang rapat bupati/walikotabeserta
perangkat daerah danpimpinanindand vertikd,

b. meminta kepada bupati/walikota beserta
perangkat daerah dan pimpinaningtang ver-
tikal untuk segeramenangani permasalahan
penting dan/atau mendesak yang memerlukan
penyelesaian cepat;

c. memberikan penghargaan atau sanks kepada
bupati/walikotaterkat dengan kinerja, pel ak-

sanaenkewgjiban, danpd anggaransumpehjanii;

d. menetgpkan sekretarisdaerah kabupaten/kota
Sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

€. mengevaluas rancangan peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, pajak daerah, retribus daerah, dan
tataruang wilayah kabupatervkota;

f. memberikan persetujuan tertulisterhadap
penyidikananggotaDewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota;

0. menydesaikan persdisihanddam penydeng-
garasanfungd pemerintahan antarkabupatern/
kotadalam satu proving ; dan

h. meantik kepaaingtans vertika dari kemen-
terian dan lembaga pemerintah nonkemen-
terian yang ditugaskan di wilayah provins
yang bersangkutan.

Gubernur dalam melaksanakan koordinas
penye enggaraan pemerintahan antarapemerintah
daerah proving denganingang vertika danantar
indand vertika di wilayah proving medui:

a. musyawarah perencanaan pembangunan
proving; dan

b. rapat kerjapel aksanaan program/kegiatan,
monitoring dan evaluas, serta penyelesaian
berbagal permasa ahan.

Untuk menunjang kelancaran pel aksanaan
tugas gubernur dalam mewujudkan ketente-
raman dan ketertiban masyarakat sertagtabilitas
daerah bagi kelancaran pembangunan daerah
dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah.
Forumkoordinas pimpinan daerahterdiri atas:
a. Gubernur,

b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
proving,

c. Panglimadaerahmiliter,

d. Kepaakepolisiandaerah, dan

e. Kepalakgaksaantinggi.

Gubernur dalam melaksanakan koordinas
penyd enggaraan pemerintahan antara pemerintah
daerah provins dengan pemerintah daerah ka-
bupaten/kotadi wilayah proving meaui:

a musyavarah perencanaan pambangunanproving;

b. rapat kerjapelaksanaan program/kegiatan,
monitoring dan evaluas sertapenyelesaian
berbagai permasdahan.
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Gubernur dalam mel aksanakan koordinas
penyd enggaraan pemerintahan antar pemerintahan
deerah kabupatervkotadi wilayah proving meaui
rapat kerjayang mencakup:

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan kabupatervkota;

b. pelaksanaan kerjasamaantarkabupatervkota
daam penyd enggaraan urusan pemerintahan;

Cc. penyelesaian perselisihan antarkabupaten/
kotada am penye enggaraan urusan pemerin-
tahan.

Gubernur dalam mel aksanakan pembinaan
penye enggaraan pemerintahan daerah kabupatery
kotameldui:

a. pemberianfadiitas dankonsultas penydeng-
garaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangankabupatervkotadi wilayahproving
yang bersangkutan;

b. pemberianfasilitas dankonsultas pengelolaan
kepegawaian kabupaten/kota di wilayah
proving yang bersangkutan;

c. penydesaianpersdishan yang timbul daam
penyelenggaraan fungs pemerintahan antar-
kabupatervkotadi wilayah proving yang ber-
sangkutan; dan

d. upayapenyetaraan kuditaspelayanan publik
antarkabupatenvkotadi wilayah proving yang
bersangkutan.

Gubernur dalam mel aksanakan pengawasan
penyd enggaraan pemerintahan daerah kabupater/
kotameldui:

a. pengawasan pelaksanaan urusan pemerin-
tahanyang dilaksanakan dlehpemerintahdeerah
kabupatervkota;

b. pengawasan peraturan daerah dan peraturan
kepal adaerah kabupaten/kota;

C. usul pembataan peraturan daerah kabupaten/
kotakepadaPres den meaui Menteri Daam
Negeri; dan

d. pengawasan kinerjapemerintah daerah ka-
bupaten/kota.

Dalam menyelesaikan perselisihan antar
kabupaten/kota, gubernur melakukan langkah
antaralain:

a. persuas dannegosiasi; dan

b. membangun kerjasamaantardaerah.

Persdishan antar kabupaten/kotamencakup
antaralain:

perbatasan antarkabupaten/kota;

sumber dayaal am antarkabupaten/kota;

aset;

transportasi;

persampahan; dan

f. tataruang.

Dalam menjagakehidupan berbangsadan
bernegara sertamemeliharakeutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, gubernur meakukan:
a. penetapan kriteriaancaman, tantangan, ham-

batan, dan gangguan sesual dengan Situas dan
kondis daerah;

b. pemantauan situasi dan kondisi daerah de-
ngan kriteriaancaman, tantangan, hambatan,
dan gangguan;

c. evaluas situas dan kondisi daerah dengan
kriteriaancaman, tantangan, hambatan, dan
gangguan,

d. koordinas dengan aparat keamanan yang
terkait untuk mengatas ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan; dan

e. pelgporan kepada Presden medui Menteri
Daam Negeri mengenal Stuas dan kondis
daerah dengan kriteriaancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan.

Daam menjagadan mengamakanideol ogi
Pancasiladan membangun kehidupan demo-
krasi, gubernur mel akukan upaya:

a. memeliharadan mempertahankan ideol ogi
Pancasilg;

b. pengembangan demokrasi;

c. menjagakerukunan antarumeat beragama;

d. melestarikan nilai sosid budaya.

Dalam memdiharagtabilitas palitik, guber-
nur melakukan:

a. penetapan kriteriagtabilitaspolitik sesual de-
ngan situasi dan kondis daerah;

b. pemantauan Stuas dankondis daerah sesua
dengan kriteriastabilitaspolitik;

c. evaluas Stuas dankondis daerah sesual de-
ngan kriteriagtabilitaspalitik;

d. koordinas dengan aparat keamanan yang
terkait untuk memediharastabilitaspalitik; dan

e. pelgporan kepada Presden medui Menteri
Daam Negeri mengenai situas dan kondis
daerah sesua dengan kriteriagtabilitaspolitik.

Daam menjagaetikadan normapenyeeng-
garaan pemerintahan di daerah gubernur me-

Poo T
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lakukan:

a. identifikas etikadan normayang hidup, ber-
kembang, dan perlu dipertahankan di wilayah
proving yang bersangkutan; dan

b. membangun etoskerjapenye enggaraan pe-
merintahan sesual dengan etikadan norma.

Daammedaksanakankoordinas pembinaan
dan pengawasan penyel enggaraan tugas pem-
bantuan di daerah provins dan kabupatervkota,
gubernur mel akukan:

a. pembinaan dan pengawasan penye enggaraan
tugas pembantuan dari kementerian danlem-
baga pemerintah nonkementerian yang di-
tugaskan kepadapemerintah daerah proving;

b. pembinaan dan pengawasan penye enggaraan
tugas pembantuan dari Pemerintah kepada
pemerintah daerah kabupaten/kotayang ada
di wilayahnya; dan

C. pembinaan dan pengawasan penye enggaraan
tugas pembantuan dari pemerintah daerah
proving kepadapemerintahdaerah kabupater/
kotayang adadi wilayahnya.

PEMBAHASAN

1. Konsep Penyelenggaraan Tugas Pem-
bantuan Menurut Pakar

Menurut Koesoemahatmadja(E. Koswara,
1999:58), medebewind atau zelfbestuur sebagai
pemberian kemungkinan kepada pemerintah/
pemerintah daerah yang tingkatannyalebih atas
untuk mintabantuan kepada pemerintah daerah/
pemerintah daerah yang tingkatannyalebih ren-
dah agar menyelenggarakan tugas atau urusan
rumah tangga (daerah yang tingkatannyalebih
atastersebut).

Istilah zelfbestuur merupakan terjemahan
dari selfgovernment yang di Inggrisdiartikan
sebagai segala kegiatan pemerintahan ditiap
bagian dari Inggrisyang dilakukan oleh wakil-
wakil dari yang diperintah. Di Belandazelfbestuur
diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan
kepentingan-kepentingan dari pusat atau deerha
daerah yang tingkatannyalebih atas oleh al at-
alat perlengkapan dari daerah-daerah yang
tingkatannyalebih atas oleh alat-alat perleng-
kapan dari daerah-daerah yang lebih bawah.
Daam menjalankan medebewind itu, urusan-

urusanyang disdenggarakan oleh pemerintah dae-
rah masih tetap merupakan urusan pusat cg.
Daerahyanglebihatas, tidak berdih menjadi uru-
sanrumehtanggadaerah yang dimintakan bantuan.
Akantetapi, caradaerah otonomyang dimintakan
bantuan itu mel akukan pembantuannyadiserah-
kan sepenuhnyakepadadaerah itu sendiri.

Lebihlanjut Koesoemahatmedja(E. Koswvara,
1999:59) menyatakan sebagai berikut:

Jikaternyataadadaerah yang tidak menjalankan
tugas bantuannya atau tidak begitu baik me-
lakukan tugasnya, sebagai sanksinya pemerintah
pusat/daerah yang minta bantuan hanya dapat
menghentikan perbuatan dari daerah yang di-
mintakan bantuan, untuk selanjutnya diper-
timbangan tentang pelaksanaan kepentingan
atasan termaksud dengan jalan lain, dengan tidak
mengurangi hak pemerintah pusat/daerah yang
minta bantuan untuk menuntut kerugian dari
daerah yang melalaikan kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan
Belanda, tugas pembantuan atau medebewind
dibedakan menjadi dua, yakni tugas pembantuan
yang mekanis (mechanisch medebewind) atau
yang lebih rinci dan tugas pembantuan yang
fakultatif (facultatieve medebewind) atau yang
memberikan kebebasan yang | ebih luas untuk
menentukan kebijakasanaan pelaksanaan
medebewind (E. Koswara, 1993:61).

Daam menjalankan medebewind, urusan
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerahmasih
tetap merupakan urusan pusat atau daerah yang
lebihtinggi tingkatannya, dantidak berdih men-
jadi menjadi urusan rumah tanggadaerah, se-
panjang masih berstatus sebagai medebewind.
Olehkarenanya, kebijaksanaan dan pembiayaan
tetap ada pada pemerintah pusat atau daerah
tingkat atasnya. Sedang menurut R. Joeniarto
(1979:31), disamping pemerintah | okal/daerah
berhak mengatur dan mengurusrumah tangga
urusan-urusan rumah tangganyasendiri, kepada-
nyadapat puladiberi tugas-tugas pembantuan
(medebewind, sertatantra).

Adapun tugas pembantuan ialah tugasikut
mel aksanakan urusan-urusan pemerintah pusat
atau pemerintahloka yang berhak mengatur dan
mengurusrumah tanggatingkat atasannya(R.
Joeniarto, 1979:31).
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Menurut Bayu Surianingrat (1992:59)
bahwatugas pembantuan tidak beralih menjadi
urusanyang diberi tugas, tetapi tetap merupakan
urusan Pusat atau Pemerintah tingkat atasnya
yang memberi tugas. Pemerintah dibawahnya
sebagai penerima tugas bertanggung jawab
kepada yang memberi tugas dan turut serta
dalam mel aksanakan urusan pemerintahan yang
bersangkuta. Tugas Pembantuan tidak diberikan
kepada pe abat Pemerintah yang adadi Daerah,
melalinkan kepada Pemerintah Daerah, ka-
renanyabukanlah suatu dekonsentrasi, tetapi
bukan pulasuatu desentralisas karenaurusan
pemerintahan yang diserahkan tidak menjadi
urusan rumah tangga Daerah.

Lebih lanjut Bagir Manan (2001:147) me-
ngemukakan bahwaUrusanrumahtanggaddam
tugas pembantuan hanya mengenai tata cara
penyel enggaraan urusan pemerintahan yang di-
bantu, sedangkan substansi tetap adapada sa-
tuan pemerintahan yang dibantu.

Baik dalam otonomi maupun tugas pem-
bantuan, daerah sama-sama mempunyai ke-
bebasan mengatur dan menyelenggarakan
urusan tersebut sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, ke-
susilaan dan kepentingan umum.

2. Konsep Tugas Pembantuan Berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan

Sebagai konsekwens pasal 18 UUD 1945,
kepada penyelenggara pemerintahan negara
diwajibkan melaksanakan policy atau kebijak-
sanaan desentralisas dan dekonsentrasi dalam
penyel enggaraan pemerintahan. Oleh karenaitu,
maka disusunlah ketentuan pengaturannya
melaui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974,
yang diformulasikan sebagal azaz-azas peme-
rintahan. Azas-azasitu adalah Desentralisas,
Dekonsentras dan Tugas Pembantuan.

Menurut ketentuan dalam pasal 1 huruf d
jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1974 disebut “tugas pembantuan” atau yang
disebut sertatantra, medebewind atau self-
government, adalah tugas-tugas turut serta
dalam mel aksanakan urusan Pemerintahan yang

ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat
atasnya, dengan kewajiban mempertanggung-
jawabkan kepadayang menugaskannya

Urusan yang ditugaskan itu semua sepe-
nuhnyamas h menjadi wewenang Pemerintah
atau Pemerintah atasnya. Pemerintah atau
Pemerintah atlasnyayang menugaskan menyusun
rencanakegiatan, atau kebijaksanaan dan me-
nyediakan anggarannya, sedang daerah yang di-
tugas hanyasekedar melaksanakannya, tetapi
dengan suatu kewajiban untuk mempertang-
gungjawabkan pelaksanaan tugasitu kepada
yang memberikan tugas.

Sedangkan padaPasal 1 huruf (g) Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa
Tugas Pembantuan adalah: “Penugasan dari
Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari
Daerah ke Desauntuk me aksanakantugastertentu
yang disertal pembiayaan, saranadan prasarana
serta sumber daya manusia dengan kewgjiban
mel gporkan pel aksanaannyadan mempertang-
gungjawabkan kepadayang me-nugaskan”.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa
pengaturan Tugas Pembantuan menurut Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih luasdan
rinci disertal hak dan kewgjiban yang seimbang
antarapemberi dan penerimatugas. Hal lanyang
menonjol dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 bahwa Tugas Pembantuan juga
diberikan kepadaDesa.

Menurut Pasal 99 butir ¢ Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwaDesa
memiliki kewenangan untuk md aksanakan Tugas
Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Proping
dan aau Pemerintah Kabupaten. Se-lanjutnyapada
Pasd 100 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
dikemukakan bahwa “ Tugas Pembantuan dari
Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau
Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai
dengan pembiayaan, saranadan prasarang, serta
sumber dayamanusia Untuk memahami pengertian
TugasPembantuan berdasarkan Undang-Undang
22 Tahun 1999 dimaksud, menurut SaduWas's-
tiono (2001.:25) dapat dijel askan keddam bentuk
bagan tentang arah pemberian TugasPembantuan
sebagal berikut:
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Bagan. 1
Arah Pemberian Tugas Pembantuan

PUSAT
- =

PROPINSI

<

KABUPATEN
KOTA

. .

DESA

Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan
sebagal berikut:

a. Pemerintah Pusat dapat memberi tugaspem-
bantuan kepada Daerah (Propinsi, Kabu-
paten, Kota) dan Desa;

b. Pemerintah Propins tidak dapat memberi
tugas pembantuan kepada K abupaten dan
Kota, tetapi hanya dapat memberi tugas
pembantuan kepadaDesa

c. Kabupaten dgpat memberi tugaspembantuan

kepada Desa, sedangkan Kotatidak dapat
memberi tugas pembantuan kepada Desa
mengingat wilayah Desatidak ada dalam
Kota, hal ini sesuai dengan pasal 126 ayat
(2) UU 22 Tahun 1999 yang menyatakan
bahwa Desa-desayang adadalam wilayah
K otamadya, Kotamadyaadministrasi, dan
KotaAdministras berdasarkan UU Nomor
5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya
undang-undangini ditetgpkan sebegal kdurahan.
Sdanjutnyapadapasa 100 Undang-Undang
No. 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwa"“ Tugas
Pembantuan dari pemerintah, pemerintah pro-
pins dan atau pemerintah kabupaten kepada
desadisertai dengan pembiayaan, saranadan
prasarana, sertasumber dayamanusia’. Pada
penjelasan pasal 100 dikemukakan bahwa:
“Pemerintah desaberhak menolak pelaksanaan
Tugas pembantuan yang tidak disertai dengan
pembiayaan, saranadan prasarana, sertasumber
dayamanusia’.
Dari pengertian Tugas Pembantuan menurut
keduaUU tersebut di atasdisusun tabel perban-
dingan sebagai berikut:

Tabd.1
Perbandingan Pengertian Tugas Pembantuan
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 22 Tahun 1999

Hakekat pengertian

No. Uraian Menurut UU 5/1974 Menurut UU 22/1999
1 2 3 4
1 Tugas turut serta| Penugasan pemerintah

dalam melaksanakan
urusan pemerintahan

2. | Institusi yang menugaskan | 1. Pemerintah Pusat | 1. Pusat
2. Pemerintah Daerah | 2. Daerah (Proping,
tingkat atasnya Kabupaten Kota)
(Propinsi DT I)
3. | Institusi yang menerima 1. DaerahTingkat| | 1. Daerah (Proping,
penugasan 2. Daerah Tingkat |1 K abupaten/K ota)
2. Desa
4. | Fasilitas yang menyertai | Pembiayaan 1. Pembiayaan
2. Saranadan Prasarana
3. Sumber daya manusia
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No. Uraian Menurut UU 5/1974 Menurut UU 22/1999
2 3 4
5. . _ Mempertanggungjawa | 1. Melaporkan
Kewajiban penerima tugas bkan Eenuggganr?;/a pelaipsanaan
penugasan
2. Mempertanggug
jawabkan
penugasannya
6. Hak imat Tidak ada hak untuk | Menolak pel aksanaan
aK penerima tugas menolak tugas | tugas pembantuan apabila
pembantuan tidak diserta  dengan
pembiayaan, sarana dan
prasarana serta sumber
daya manusia
Sumber : Sadu Wasistiono (2002:70)
Berdasarkan perbandingan tersebut diatas, Bagan. 2
terlihat bahwapengaturan Tugas Pembgntuan Arah Pemberian Tugas Pembantuan
menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 lebih luas
danrinci disertai hak dan kewajiban yang se- PUSAT
imbang antara pemberi dan penerima tugas.
Pemerintah sebaga penanggungjawab kemguan :
wilayah dan kesejahteraan rakyat perlu untuk PROPINSI
memberikan Tugas Pembantuan kepadaDaerah !
dan Desa. Hal ini dimaksudkan agar pemberian i
tugas dapat memenuhi tercapainyaefektivitas e
dan efisiensi penyel enggaraan pemerintahan, KOTA

pembangunan serta pelayanan kepada mas-
yarakat.

3. Perubahan Kebijakan Mengenai Tugas
Pembantuan Menurut UU 32 Tahun 2004

Secarakongtitus ond, asastugaspembantuan
merupakan sal ah satu asas dalam penyeleng-
garaan pemerintahan daerah (pasal 18A UUD
1945 Amandemen). Menurut pasa 1 butir 9 UU
Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan
Tugas Pembantuan adalah: Penugasan dari
Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari
Pemerintah Propins kepada K abupaten/K ota
dan/atau Desa, sertadari Pemerintah Kabupaten/
K otakepada Desa untuk melaksanakan tugas
tertentu. Untuk |ebih jelas dapat disampaikan
melaui bagan berikut :

v

Pasal 2 ayat (2) UU 32 Tahun 2004 antara
lainmenyebutkan bahwa: “ Pemerintahan Daerah
mengatur dan mengurus sendiri urusan peme-
rintahan menurut asas otonomi daerah dantugas
pembantuan” . Lebih lanjut dalam pasal 10 ayat
(2) dikemukakan bahwa: “ Dalam menyeleng-
garakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah, pemerintah Daerah men-
jalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan peme-
rintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan
tugas pembantuan.

Di dalam pasal 20 ayat (2) dikemukakan
bahwa: “Dalam menyelenggarakan peme-
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rintahan, Pemerintah menggunakan asasdesen-  daerah, Pemerintah daerah menggunakan asas
tralisad, tugas pembantuan, dan dekonsentras  otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dari
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  pengertian Tugas Pembantuan menurut kedua
Serta pada pasal 20 ayat (3) dikemukakan UU tersebut di atasdisusun tabel perbandingan
bahwa: “Ddam menydenggarakan pemerintahan  sebagal berikut:

Tabel. 2

Perbandingan Pengertian Tugas Pembantuan
Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004

No Uraian Menurut UU 22/1999 Menurut UU 32/2004
1. | Hakekat pengertian | Penugasan Pemerintahan Penugasan Pemerintahan
2. | Institusi yang Pemerintah Pusat 1. Pemerintah Pusat
menugaskan Daerah (Propinsi 2. Pemerintah Propins
Kabupaten/K ota) 3. Pemerintah Kabupaten/ Kota)
3. | Ingtitusi yang 1. Daerah (Propinsi, 1. Daerah (Propinsi,
menerima Kabupaten/K ota) Kabupaten/K ota)
penugasan 2. Desa 2. Desa
4. | Fadlitasyang 1. Pembiayaan 3. Pembiayaan
menyertai 2. Saranadan prasarana 4, Saranadan prasarana
3. Sdm 5. Sdm
5. | Kewgjiban 1. Méelaporkan pelaksanaan| 6. Melaporkan pel aksanaan
penerima tugas penugasan penugasan
2. Mempertanggungjawabk| 7. Mempertanggungjawabkan
an penugasan penugasan
6. | Hak penerimatugas| AdaHak untuk menolak AdaHak untuk menolak jikatidak
jikatidak disertai 3 P disertai 3P

Sumber : UU 22/1999 & UU 32/2005

Mengacu kepadapendapat paraahli tersebut  sentralisas, dekonsentrasi, den tugaspembantuan)
di atas, makadapat dibedakan ciri-ciri dari ketiga  seperti yang dapat dilihat padatabel berikut:
asas penye enggaraan pemerintahan daerah (de-

(Desentrdlisasi  Politik/ | «  Kewenangan sepenuhnya menjadi  hak &

K e-tatanegaraan)

Tabel. 3
Perbandingan TigaA sas Penyel enggaraan Pemerintahan Daerah
NO ASAS CIRI-CIRI PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN
1 | DESENTRALISASI * Transfer kewenangan

tanggungjawab ingtitus penerima kewenangan
* Diberikan dana yang dialokas kan secara terpisah
maupun sumber-sumber dana

e Personil pelaksana adalah dari institus penerima
transfer kewenangan
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NO ASAS
PEMERINTAHAN

CIRI-CIRI PELAKSANAAN

2 | DEKONSENTRASI (De-
sentralisas Administratif)

Delegas kewenangan

Kewenangan tetap melekat pada institusi/pejabat
peberi delegasi kewenangan

Disediakan dana dari ingtitusi pemberi tugas

Personil pelaksana adalah dari institusi pemberi
tugas tetapi ditugaskan di luar pusat

TUGAS PEMBANTUAN

Bukan transfer kewenangan maupun delegas
kewenangan, melainkan pemberian  bantuan
pel aksanaan tugas yang bersifat operasiona
Kewenangan tetap melekat pada institus pemberi
tugas

Disediakan dana, saran dan prasarana, serta
personil yang diperlukan

Personil pelaksanan sebagian besar adalah dari

ingtitus pemberi tugas

Sumber: Sadu Wasistiono (2006: 9)

SIMPULAN

Dekonsentrad tidak |ebih dari perpanjangan
tangan pusat yang dilaksanekan di daerahmddui
pejabat-pejabat pusat yang dilaksanakan di
daerah yang bersangkutan. Pejabat yang di-
tugaskan mempertanggungjawabkan pel aksa-
naannyake pusat dan bukan kepadarakyat di
daerah tersebut. Manaka akebijakan pusat tidak
cocok untuk daerah, pejabat dekonsentrasi
tersebut tidak tidak mempunyai diskres untuk
merubah kebijakan tersebut, namun hanya
mengusulkan perubahannyake pusat. Rakyat
tidak dapat meminta pertanggung jawaban
perihal kebijakan yang telah digariskan pusat.
Pgjabat dekonsentras hanyabertanggung jawab
dari aspek pel aksanaan dari kebijakan tersebut.

Tugas Pembantuan ialah tugasikut melak-
sanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau
pemerintah lokal yang berhak mengatur dan
mengurusrumah tanggatingkat atasnnya. Tugas
pembantuan tidak beralih menjadi urusan yang
diberi tugas, tetapi tetap merupakan urusan Pusat
atau Pemerintah tingkat atasnyayang memberi
tugas. Pemerintah dibawahnyasebaga penerima
tugasbertanggung jawab kepadayang memberi
tugasdan turut sertadaam me aksanakan urusan

pemerintahan yang bersangkuta. Tugas Pem-
bantuan tidak diberikan kepada pejabat Peme-
rintah yang adadi Daerah, melalinkan kepada
Pemerintah Daerah, karenanyabukanlah suatu
dekonsentrasi, tetapi bukan pulasuatu desen-
tralisas karenaurusan pemerintahan yang di-
serahkan tidak menjadi urusan rumah tangga
Daerah.

Urusan rumah tangga dalam tugas pem-
bantuan hanyamengenai tata cara penyeleng-
garaan urusan pemerintahan yang dibantu, se-
dangkan substansi tetap ada pada satuan
pemerintahan yang dibantu.
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